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ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan digitalisasi telah mendorong transformasi media massa,
termasuk media pers, ke ranah online. Perubahan ini membawa tantangan baru dalam aspek
hukum, terutama dalam hal delik pers dan pertanggungjawaban pidana. Artikel ini bertujuan
untuk menganalisis secara komprehensif kategori delik pers yang muncul dalam media online
dan mekanisme pertanggungjawaban pidana yang relevan. Penelitian ini menggunakan metode
studi pustaka dengan meninjau peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, teori-teori
terkait, serta yurisprudensi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa delik pers dalam
media online memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan media konvensional, seperti
sifat publikasi yang instan, aksesibilitas global, dan potensi dampak yang lebih besar terhadap
masyarakat. Selain itu, tantangan hukum yang dihadapi mencakup perlindungan kebebasan
pers, pengaturan konten, dan pengidentifikasian pelaku dalam platform digital. Dengan
mempertimbangkan karakteristik ini, diperlukan pengaturan yang lebih spesifik dan terpadu

untuk memastikan penerapan hukum pidana yang adil dan proporsional dalam media online.

Kata Kunci: delik pers, media online, pertanggungjawaban pidana, studi pustaka, kebebasan

pers, hukum pidana.



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai
aspek kehidupan manusia, termasuk di antaranya dalam bidang komunikasi dan penyebaran
informasi. Media massa yang awalnya berbasis cetak dan elektronik kini bertransformasi ke
ranah digital dengan munculnya media online. Kemajuan ini memungkinkan masyarakat untuk
mengakses dan menyebarkan informasi secara cepat, luas, dan efisien. Namun, di sisi lain,
transformasi ini juga menimbulkan tantangan baru, khususnya dalam aspek hukum, yang
berkaitan dengan pengaturan dan penegakan hukum pidana terhadap delik pers melalui media
online.

Delik pers, yang secara tradisional diatur dalam konteks media cetak dan elektronik, kini
berkembang menjadi lebih kompleks dengan hadirnya media online. Media online memiliki
karakteristik yang berbeda dibandingkan media konvensional, terutama dalam hal jangkauan
dan kecepatan penyebaran informasi. Informasi yang dipublikasikan melalui platform online
dapat diakses secara global dalam hitungan detik, sehingga memperbesar dampak potensial
dari suatu publikasi, baik dampak positif berupa penyebaran informasi yang cepat maupun
dampak negatif seperti penyebaran berita bohong (hoaks), ujaran kebencian, dan pencemaran
nama baik. Perbedaan ini memunculkan kebutuhan untuk memahami kembali kategori delik
pers dan mekanisme pertanggungjawaban pidana dalam konteks media online.

Dalam hukum pidana Indonesia, delik pers umumnya terkait dengan ketentuan mengenai
penghinaan, pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, serta ujaran kebencian yang
diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang sektoral
lainnya seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers). UU Pers
memberikan jaminan terhadap kebebasan pers sekaligus mengatur mekanisme penyelesaian
sengketa pers melalui Dewan Pers. Namun, dalam konteks media online, batasan antara
kebebasan pers dan pelanggaran hukum sering kali menjadi kabur. Hal ini disebabkan oleh
sifat media online yang lebih terbuka, sehingga setiap individu dapat berperan sebagai
produsen informasi tanpa melalui proses verifikasi yang ketat sebagaimana dalam media
konvensional. Kondisi ini menciptakan tantangan baru bagi pembuat kebijakan dalam
memastikan bahwa kebebasan pers tetap terjamin tanpa mengorbankan kepentingan publik
untuk memperoleh informasi yang benar dan bertanggung jawab.

Dalam literatur hukum pidana, terdapat perdebatan yang cukup signifikan terkait
pertanggungjawaban pidana atas delik pers yang dilakukan melalui media online. Beberapa
ahli berpendapat bahwa pendekatan hukum yang diterapkan pada media konvensional dapat

diadopsi untuk media online, sementara yang lain menekankan perlunya pendekatan baru yang



lebih spesifik untuk mengakomodasi karakteristik unik media online. Sebagai contoh, Soerjono
Soekanto dalam bukunya menyatakan bahwa hukum pidana harus bersifat dinamis dan mampu
menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, termasuk perubahan teknologi informasi dan
komunikasi.! Selain itu, Moeljatno mengemukakan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam
mengkriminalisasi suatu tindakan yang terkait dengan kebebasan berekspresi, terutama dalam
konteks media.?

Pengaturan delik pers dalam media online juga harus mempertimbangkan aspek-aspek
internasional, mengingat sifat global dari internet. Beberapa negara telah mengembangkan
kerangka hukum khusus untuk mengatur delik pers melalui media online. Di Indonesia,
pengaturan ini sebagian telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang merupakan revisi dari Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008. UU ITE mengatur tentang larangan penyebaran informasi yang
mengandung unsur penghinaan, pencemaran nama baik, maupun ujaran kebencian melalui
media elektronik, termasuk media online.> Namun, penerapan UU ITE sering kali menuai kritik
karena dianggap terlalu luas dan berpotensi mengekang kebebasan berekspresi. Hal ini
mendorong adanya kebutuhan untuk memperjelas hubungan antara UU Pers dan UU ITE
dalam menangani delik pers di media online.

Persoalan lain yang muncul adalah terkait mekanisme pertanggungjawaban pidana dalam
media online. Dalam konteks media konvensional, tanggung jawab atas suatu publikasi
biasanya dapat ditujukan kepada pemimpin redaksi atau perusahaan penerbit. Namun, dalam
media online, tanggung jawab sering kali menjadi lebih sulit untuk ditentukan karena informasi
dapat diunggah oleh individu yang tidak terafiliasi dengan organisasi pers tertentu. Selain itu,
platform digital seperti media sosial sering kali hanya berperan sebagai penyedia sarana dan
tidak bertanggung jawab langsung atas konten yang diunggah oleh penggunanya. Isu ini
menimbulkan tantangan hukum yang signifikan, terutama dalam hal menegakkan keadilan dan
memberikan perlindungan hukum bagi korban delik pers melalui media online.

Studi ini menggunakan metode penelitian studi pustaka dengan menelaah berbagai
sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen
yurisprudensi yang relevan. Beberapa kajian sebelumnya menunjukkan bahwa pengaturan
delik pers dalam media online membutuhkan pendekatan yang lebih spesifik. Sebagai contoh,

penelitian yang dilakukan oleh Aditya Nugroho dan kawan-kawan menyebutkan bahwa

! Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986).
2 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana (Jakarta: Bina Aksara, 2000).
3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



penerapan UU ITE sering kali berbenturan dengan prinsip kebebasan pers yang dijamin oleh
UU Pers.* Penelitian ini menekankan pentingnya penyesuaian regulasi untuk menjamin
keseimbangan antara kebebasan pers dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Dalam yurisprudensi, terdapat beberapa kasus yang menunjukkan kerumitan dalam
menangani delik pers melalui media online. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah
kasus pencemaran nama baik melalui media sosial, di mana Mahkamah Agung menegaskan
bahwa pelaku dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan UU ITE, tetapi dengan tetap
mempertimbangkan prinsip kebebasan berekspresi yang diatur dalam UU Pers.’ Kasus-kasus
seperti ini menunjukkan perlunya pendekatan hukum yang lebih holistik dalam menangani
delik pers melalui media online.

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa
pertanyaan utama: (1) Apa saja kategori delik pers yang relevan dalam konteks media online?
(2) Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pelaku delik pers
dalam media online? (3) Apakah kerangka hukum yang ada saat ini sudah memadai untuk
mengatur delik pers dalam media online, atau diperlukan pembaruan regulasi? Dengan
menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi
yang signifikan dalam pengembangan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam

menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh perkembangan media online.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) untuk menganalisis
kategori delik pers dalam konteks media online dan mekanisme pertanggungjawaban pidana
yang relevan. Metode ini dipilih karena pendekatan berbasis literatur memungkinkan peneliti
untuk menggali data dari berbagai sumber hukum, seperti undang-undang, doktrin hukum,
putusan pengadilan, jurnal akademik, dan buku referensi. Dengan menelaah sumber-sumber
ini, penelitian dapat memberikan analisis komprehensif tentang kerangka hukum yang ada,
termasuk tantangan dan celah hukum yang perlu diperbaiki dalam pengaturan delik pers di
media online.

Pendekatan ini melibatkan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan
yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) dan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

4 Aditya Nugroho, dkk., “Freedom of the Press and Online Media: Analysis of Legal Framework,” Journal
of Law Studies, Vol. 12, No. 2 (2020): 89-103.

> Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234/Pid.Sus/2019, mengenai kasus pencemaran nama baik melalui
media sosial.



Selain itu, doktrin dan pendapat ahli dari literatur hukum digunakan untuk memberikan
perspektif teoretis. Studi ini juga mencakup analisis kasus (case study) dari putusan pengadilan
yang relevan, guna menggambarkan penerapan hukum dalam praktik. Dengan menggabungkan
berbagai sumber ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang isu

yang diteliti dan menawarkan rekomendasi yang aplikatif untuk perbaikan regulasi.®

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengantar Kategori Delik Pers di Media Online

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan
signifikan pada cara masyarakat mengakses dan menyebarkan informasi. Transformasi media
massa dari bentuk tradisional seperti media cetak dan elektronik ke media berbasis digital telah
menciptakan peluang baru, tetapi juga menimbulkan berbagai tantangan, khususnya dalam
bidang hukum. Salah satu tantangan utama adalah pengaturan delik pers yang dilakukan
melalui media online. Delik pers, yang secara tradisional dipahami sebagai pelanggaran pidana
yang dilakukan melalui media massa, kini mengalami kompleksitas baru akibat sifat unik
media digital, seperti penyebaran informasi yang instan dan jangkauan global yang tidak dapat
dikontrol secara penuh.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, delik pers adalah bentuk pelanggaran yang
berkaitan dengan penyalahgunaan kebebasan pers, seperti penghinaan, pencemaran nama baik,
penyebaran berita bohong, dan ujaran kebencian. Sebelum munculnya media online, delik pers
diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers),
yang memberikan perlindungan hukum terhadap kebebasan pers sekaligus menetapkan
mekanisme pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan oleh media massa.” Namun,
dengan munculnya media online, regulasi ini menghadapi tantangan baru karena sifat media
online yang berbeda dari media konvensional. Dalam media online, setiap individu dapat
menjadi produsen informasi tanpa melalui proses seleksi atau verifikasi sebagaimana yang
dilakukan oleh media tradisional. Akibatnya, risiko pelanggaran hukum seperti penyebaran
berita bohong atau pencemaran nama baik meningkat secara signifikan.

Delik pers dalam media online memiliki beberapa perbedaan mendasar dibandingkan
dengan media konvensional. Pertama, media online memiliki kecepatan penyebaran informasi
yang jauh lebih tinggi. Informasi yang diunggah di internet dapat diakses oleh jutaan orang

dalam hitungan detik, sehingga dampak dari suatu publikasi menjadi lebih besar. Kedua, media

¢ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), him. 10-15.
7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.



online memiliki jangkauan yang bersifat global, sehingga dampak hukum dari delik pers tidak
hanya terbatas pada wilayah hukum Indonesia tetapi juga dapat melibatkan yurisdiksi
internasional. Hal ini menjadi tantangan bagi sistem hukum pidana nasional, yang biasanya
memiliki batasan yurisdiksi yang jelas. Ketiga, dalam media online, identitas pelaku sering kali
sulit dilacak, karena pelaku dapat menggunakan nama samaran atau anonim dalam
mengunggah informasi.®

Dalam literatur hukum pidana, delik pers dalam media online sering kali dikaitkan
dengan pelanggaran kebebasan berekspresi. Menurut Moeljatno, kebebasan berekspresi adalah
salah satu hak fundamental yang dilindungi oleh hukum, tetapi kebebasan ini tidak bersifat
absolut. Dalam kasus tertentu, kebebasan berekspresi harus dibatasi untuk melindungi
kepentingan umum, seperti keamanan nasional, ketertiban umum, dan hak individu lainnya.’
Dalam konteks media online, batas antara kebebasan berekspresi dan pelanggaran hukum
sering kali menjadi kabur, terutama ketika informasi yang dipublikasikan memiliki dampak
negatif terhadap individu atau masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan delik pers dalam media
online harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan kebebasan berekspresi
dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.

Selain itu, pengaturan hukum terkait delik pers dalam media online juga harus
memperhatikan dinamika perkembangan teknologi. Media online terus berkembang dengan
munculnya platform-platform baru seperti media sosial, blog, dan portal berita daring, yang
masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Platform media sosial, misalnya,
memungkinkan individu untuk mempublikasikan informasi secara langsung tanpa melalui
proses pengeditan atau verifikasi. Hal ini menciptakan risiko penyebaran informasi yang tidak
akurat atau menyesatkan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan dampak hukum. D1 sisi lain,
portal berita daring sering kali dioperasikan oleh perusahaan media yang terdaftar, sehingga
mekanisme pertanggungjawaban hukum terhadap portal ini lebih jelas dibandingkan dengan
platform media sosial.'”

Dalam praktiknya, pengaturan delik pers dalam media online di Indonesia telah
diakomodasi melalui berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). KUHP mengatur tentang penghinaan dan

8 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Ul Press, 1986), hlm. 15-20.

° Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana (Jakarta: Bina Aksara, 2000), hlm. 34.

10 Aditya Nugroho, dkk., “Freedom of the Press and Online Media: Analysis of Legal Framework,” Journal
of Law Studies, Vol. 12, No. 2 (2020): 92-95.



pencemaran nama baik dalam Pasal 310 dan 311, yang sering kali digunakan sebagai dasar
hukum dalam kasus delik pers. Sementara itu, UU ITE mengatur tentang larangan penyebaran
informasi elektronik yang mengandung unsur penghinaan, pencemaran nama baik, atau ujaran
kebencian.!' Namun, penerapan UU ITE sering kali menimbulkan kontroversi karena dianggap
terlalu luas dan berpotensi mengekang kebebasan berekspresi yang dijamin oleh UU Pers.

Berdasarkan kajian literatur dan praktik hukum yang ada, pengaturan delik pers dalam
media online membutuhkan pendekatan yang lebih spesifik untuk mengatasi tantangan-
tantangan yang muncul. Salah satu pendekatan yang diusulkan adalah dengan memperjelas
hubungan antara UU Pers dan UU ITE dalam menangani kasus delik pers. UU Pers, yang
memberikan jaminan terhadap kebebasan pers, harus tetap menjadi rujukan utama dalam kasus
yang melibatkan organisasi pers atau media berita daring. D1 sisi lain, UU ITE dapat digunakan
untuk menangani pelanggaran yang dilakukan oleh individu atau platform digital yang tidak
terafiliasi dengan organisasi pers. Dengan pendekatan ini, diharapkan pengaturan hukum
terhadap delik pers dalam media online dapat lebih proporsional dan tidak mengabaikan
prinsip-prinsip kebebasan berekspresi.

Secara keseluruhan, delik pers dalam media online adalah fenomena yang kompleks dan
membutuhkan pengaturan hukum yang komprehensif. Dengan memahami karakteristik unik
media online dan tantangan yang dihadapinya, diharapkan regulasi yang ada dapat disesuaikan
untuk memastikan bahwa kebebasan pers tetap terjamin tanpa mengorbankan kepentingan
publik untuk memperoleh informasi yang benar dan bertanggung jawab. Penelitian ini
bertujuan untuk memberikan analisis yang mendalam tentang isu ini dan menawarkan solusi

yang aplikatif untuk meningkatkan pengaturan hukum terkait delik pers dalam media online.

Regulasi yang Mengatur Delik Pers

Pengaturan delik pers di Indonesia telah diatur dalam berbagai kerangka hukum untuk
menjamin keseimbangan antara kebebasan pers dan tanggung jawab hukum dalam menjaga
ketertiban masyarakat. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) adalah
landasan utama yang mengatur kebebasan pers di Indonesia. UU ini memberikan jaminan
terhadap kebebasan pers sebagai bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana tercantum dalam
Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.'2 Dalam pasal-
pasalnya, UU Pers tidak hanya mengatur perlindungan terhadap pers, tetapi juga menetapkan

tanggung jawab media dalam menyampaikan informasi yang benar dan berimbang. Selain itu,

1 ' Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28F.



UU ini memperkenalkan mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers, yang
berfungsi sebagai mediator untuk menyelesaikan konflik yang melibatkan media dan

masyarakat.

Namun, UU Pers memiliki keterbatasan dalam menghadapi perkembangan media digital.
Kemunculan media online, yang memungkinkan penyebaran informasi secara instan,
menimbulkan tantangan hukum yang tidak sepenuhnya terakomodasi dalam UU Pers. Dalam
konteks ini, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE) menjadi regulasi pelengkap yang mengatur konten digital. UU ITE
melarang penyebaran informasi elektronik yang mengandung unsur penghinaan, pencemaran
nama baik, ujaran kebencian, dan hoaks.'* Pasal 27 ayat (3) UU ITE, misalnya, mengatur
bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik
yang mencemarkan nama baik orang lain dapat dikenai sanksi pidana. Meskipun UU ITE
dianggap relevan dalam mengatur konten digital, penerapannya sering kali menjadi kontroversi
karena dianggap tumpang tindih dengan UU Pers. Hal ini menimbulkan dilema hukum,

terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan jurnalis atau media daring.

Perbedaan antara UU Pers dan UU ITE terletak pada fokus dan ruang lingkupnya. UU
Pers lebih menekankan pada perlindungan kebebasan pers dan tanggung jawab media massa,
sementara UU ITE lebih berfokus pada penegakan hukum terhadap pelanggaran yang
dilakukan melalui sarana elektronik. Menurut G. Adiwarman dalam jurnalnya, konflik regulasi
ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama bagi jurnalis yang bekerja di media
online.'* Sebagai contoh, dalam beberapa kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh
media daring, pelaku dijerat dengan UU ITE tanpa mempertimbangkan mekanisme yang telah
diatur dalam UU Pers. Hal ini tidak hanya menciptakan ketidakadilan bagi pelaku, tetapi juga

berpotensi mengekang kebebasan pers.

Selain UU Pers dan UU ITE, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga
menjadi dasar hukum dalam menangani delik pers. Pasal 310 dan 311 KUHP mengatur
penghinaan dan pencemaran nama baik sebagai tindak pidana, baik melalui media cetak
maupun elektronik.!> Namun, ketentuan ini sering kali digunakan secara bersamaan dengan

UU ITE dalam kasus-kasus yang melibatkan media online. Hal ini menunjukkan bahwa

13 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (3).

4 G. Adiwarman, “Legal Challenges of Press Freedom in the Era of Online Media,” Journal of
Communication Law, Vol. 15, No. 1 (2021): 45-60.

15 itab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 310 dan 311.



meskipun regulasi mengenai delik pers telah tersedia, penerapannya masih belum konsisten,

sehingga menimbulkan tantangan dalam menegakkan hukum yang adil dan proporsional.

Selain regulasi domestik, pengaturan delik pers di Indonesia juga harus
mempertimbangkan prinsip-prinsip internasional. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
(DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) memberikan
jaminan terhadap kebebasan berekspresi, yang mencakup kebebasan pers.!¢ Namun, kebebasan
ini tidak bersifat mutlak, karena negara memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan
umum, seperti keamanan nasional dan hak asasi orang lain. Oleh karena itu, pengaturan delik
pers di Indonesia harus selaras dengan standar internasional untuk memastikan bahwa regulasi
yang ada tidak hanya melindungi kebebasan pers tetapi juga memberikan kepastian hukum

bagi semua pihak.

Dengan mempertimbangkan berbagai regulasi yang ada, pengaturan delik pers di
Indonesia menunjukkan bahwa terdapat upaya untuk menyeimbangkan antara perlindungan
kebebasan pers dan penegakan hukum terhadap pelanggaran. Namun, tumpang tindih antara
UU Pers dan UU ITE, serta penerapan KUHP dalam konteks media online, menunjukkan
perlunya harmonisasi regulasi agar lebih relevan dengan perkembangan teknologi dan
komunikasi digital. Harmonisasi ini dapat dilakukan dengan memperjelas peran masing-
masing regulasi dan memastikan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa pers yang diatur

dalam UU Pers tetap menjadi acuan utama dalam kasus-kasus yang melibatkan media massa.

Analisis Kategori Delik Pers di Media Online

Delik pers merupakan bagian dari hukum pidana yang mencakup pelanggaran-
pelanggaran yang dilakukan melalui media massa, termasuk media online. Dalam konteks
media online, delik pers memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari media
konvensional, baik dalam aspek penyebaran, dampak hukum, maupun kompleksitas
pengaturannya. Kategori delik pers di media online pada dasarnya mencakup penghinaan,
pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong (hoaks), dan ujaran kebencian (hate speech).
Namun, dengan berkembangnya teknologi informasi, kategori ini semakin dinamis dan sering

kali melibatkan pelanggaran lintas yurisdiksi yang memperumit penegakan hukum.!’

16 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Article 19.
17 Aditya Nugroho, “The Challenges of Regulating Press Offenses in Online Media,” Journal of Media
Law Studies, Vol. 10, No. 3 (2021): 45-60.



Salah satu kategori utama delik pers di media online adalah penghinaan dan pencemaran
nama baik. Dalam hukum pidana Indonesia, penghinaan diatur dalam Pasal 310 KUHP, yang
melarang perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui kata-kata,
tulisan, atau tindakan tertentu. Pada media online, penghinaan sering kali terjadi dalam bentuk
komentar, unggahan, atau konten yang bersifat merendahkan.!® Karakteristik media online
yang memungkinkan penyebaran informasi secara instan dan anonim memperbesar risiko
terjadinya penghinaan dalam skala yang lebih luas dibandingkan dengan media konvensional.
UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat (3), melengkapi pengaturan ini dengan mengatur sanksi bagi
pelaku penghinaan melalui media elektronik. Meskipun demikian, penerapan UU ITE sering

kali menimbulkan kontroversi karena dianggap berpotensi membatasi kebebasan berekspresi.

Kategori lain yang menonjol adalah penyebaran berita bohong atau hoaks. Hoaks dapat
berdampak besar pada masyarakat, terutama jika menyangkut isu-isu sensitif seperti politik,
kesehatan, atau agama. Sebagai contoh, penyebaran informasi palsu terkait pandemi COVID-
19 melalui media sosial menciptakan kepanikan dan disinformasi yang meluas.'® Pasal 28 ayat
(1) UU ITE secara khusus mengatur tentang larangan penyebaran informasi elektronik yang
menyesatkan atau tidak benar yang berpotensi menimbulkan kerugian masyarakat. Dalam
praktiknya, penegakan hukum terhadap hoaks sering menghadapi tantangan, terutama dalam
hal mengidentifikasi pelaku utama dan membuktikan niat jahat (mens rea) di balik penyebaran

informasi tersebut.

Ujaran kebencian (hate speech) juga menjadi salah satu kategori delik pers yang sering
terjadi di media online. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, ujaran kebencian dapat
diartikan sebagai tindakan menyebarkan kebencian terhadap individu atau kelompok
berdasarkan suku, agama, ras, atau antargolongan (SARA).?’ Pasal 28 ayat (2) UU ITE
mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi
elektronik yang mengandung kebencian terhadap kelompok masyarakat tertentu dapat dikenai
sanksi pidana. Tantangan utama dalam kategori ini adalah menentukan batasan antara
kebebasan berekspresi dan ujaran kebencian, karena sering kali tindakan yang dianggap ujaran
kebencian oleh satu pihak dapat dianggap sebagai kebebasan berpendapat oleh pihak lain.

Perbedaan interpretasi ini sering kali memicu perdebatan hukum dan sosial.

18 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 310.

19 Maria F. Wibowo, Hoaks dan Kebebasan Berekspresi dalam Perspektif Hukum Pidana (Jakarta:
Gramedia Pustaka, 2020), hlm. 34-50.

20 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat (2).



Selain kategori di atas, delik pers di media online juga mencakup pelanggaran terhadap
privasi. Media online sering kali digunakan untuk menyebarluaskan informasi pribadi
seseorang tanpa izin, yang dapat merugikan individu tersebut secara psikologis atau reputasi.
Pelanggaran privasi ini dapat berupa penyebaran foto, video, atau data pribadi tanpa
persetujuan pemiliknya. Dalam hukum pidana Indonesia, pelanggaran privasi belum diatur
secara spesifik dalam UU Pers atau KUHP, tetapi dapat dijerat melalui Pasal 26 UU ITE, yang
memberikan perlindungan terhadap data pribadi.?! Meskipun demikian, perlindungan hukum
terhadap privasi di Indonesia masih dianggap lemah, sehingga diperlukan pengaturan yang

lebih rinci untuk menghadapi tantangan ini.

Dalam analisis kategori delik pers di media online, perlu diperhatikan pula aspek-aspek
yang berkaitan dengan yurisdiksi. Media online memungkinkan pelanggaran hukum dilakukan
oleh pelaku di luar negeri, tetapi berdampak pada masyarakat di Indonesia. Hal ini
menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum, karena yurisdiksi hukum Indonesia terbatas
pada wilayah kedaulatan negara. Sebagai contoh, dalam kasus pencemaran nama baik yang
dilakukan oleh pengguna media sosial yang berbasis di luar negeri, aparat penegak hukum di
Indonesia sering kali kesulitan untuk mengekstradisi pelaku atau meminta kerja sama hukum
lintas negara. Situasi ini menunjukkan bahwa delik pers di media online tidak hanya

memerlukan pendekatan hukum domestik, tetapi juga kolaborasi internasional.

Secara keseluruhan, kategori delik pers di media online mencerminkan dinamika yang
kompleks dalam hubungan antara kebebasan berekspresi, hak individu, dan kepentingan
publik. Untuk mengatasi tantangan ini, regulasi yang ada perlu diperkuat dan disesuaikan
dengan perkembangan teknologi informasi. Selain itu, diperlukan pendekatan hukum yang
holistik dan berimbang, yang tidak hanya menegakkan hukum secara tegas tetapi juga

menghormati prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan berpendapat.

Mekanisme Pertanggungjawaban Pidana

Mekanisme pertanggungjawaban pidana atas delik pers melalui media online memiliki
karakteristik yang kompleks karena melibatkan banyak pihak, seperti jurnalis, perusahaan
media, dan pengguna individu yang mempublikasikan informasi di platform digital. Dalam
hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana dapat dibedakan menjadi dua kategori

utama, yaitu tanggung jawab individu dan tanggung jawab korporasi.?? Dalam konteks media

2I' . Wahyudi, “Privacy Violations in Digital Media: A Comparative Analysis,” Indonesian Law Review,
Vol. 18, No. 1 (2020): 25-40.
22 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana (Jakarta: Bina Aksara, 2000), hlm. 45-50.



online, mekanisme ini sering kali diuji dalam kasus yang melibatkan konten yang

dipublikasikan oleh jurnalis atau platform media daring.

Dalam hal pertanggungjawaban individu, jurnalis atau penulis konten adalah pihak utama
yang dianggap bertanggung jawab atas informasi yang dipublikasikan. Dalam UU Nomor 40
Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers), mekanisme penyelesaian sengketa pers dilakukan melalui
Dewan Pers sebelum masuk ke ranah pidana. Hal ini bertujuan untuk menjaga kebebasan pers
dan memastikan bahwa sengketa yang melibatkan jurnalis ditangani dengan pendekatan
profesional berdasarkan etika jurnalistik. Namun, UU Pers hanya berlaku bagi media massa
yang terdaftar dan diakui oleh Dewan Pers, sehingga mekanisme ini tidak dapat diterapkan
pada individu yang menggunakan media online secara independen.?* Dalam kasus pencemaran
nama baik yang dilakukan oleh individu melalui platform media sosial, misalnya, pelaku dapat

langsung dijerat dengan pasal-pasal dalam UU ITE atau KUHP.

Pertanggungjawaban korporasi menjadi relevan dalam kasus yang melibatkan platform
media daring atau perusahaan media online. Dalam Pasal 6 UU Pers, perusahaan media
bertanggung jawab atas konten yang dipublikasikan oleh karyawannya.?* Hal ini mencakup
kewajiban perusahaan untuk memastikan bahwa berita yang dipublikasikan telah melalui
proses verifikasi dan sesuai dengan kode etik jurnalistik. Namun, dalam konteks media online,
platform digital seperti media sosial sering kali hanya berperan sebagai penyedia teknologi dan
tidak memiliki tanggung jawab langsung atas konten yang diunggah oleh pengguna. Ketentuan
ini menciptakan celah hukum yang sering kali dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari

pertanggungjawaban.

UU ITE mengatur mekanisme pertanggungjawaban yang lebih luas untuk
mengakomodasi pelanggaran hukum yang dilakukan melalui media elektronik. Pasal 27 hingga
Pasal 29 UU ITE memberikan landasan hukum bagi aparat penegak hukum untuk menangani
pelanggaran seperti penghinaan, pencemaran nama baik, hoaks, dan ujaran kebencian.?’
Namun, penegakan hukum sering kali menghadapi tantangan teknis, terutama dalam hal
mengidentifikasi pelaku yang menggunakan akun anonim atau berbasis di luar negeri.
Tantangan lain adalah membuktikan unsur kesengajaan (mens rea) dalam tindakan pelaku,

terutama jika konten yang dipublikasikan bersifat ambigu.

23 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 15.
24 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Ul Press, 1986), him. 30.
25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27.



Dalam beberapa kasus, tanggung jawab juga dapat diperluas kepada pihak penyedia
layanan teknologi, seperti penyedia hosting atau administrator platform digital. Di beberapa
negara, platform digital diwajibkan untuk menghapus konten yang melanggar hukum jika ada
laporan dari pihak yang dirugikan. Di Indonesia, mekanisme ini diatur dalam Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020, yang memberikan kewenangan kepada
pemerintah untuk meminta penghapusan konten ilegal dari platform digital.?® Namun,
pelaksanaan regulasi ini sering kali menuai kritik karena dianggap dapat membatasi kebebasan

berekspresi.

Secara keseluruhan, mekanisme pertanggungjawaban pidana dalam media online
menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih spesifik untuk mengatasi tantangan yang
muncul. Harmonisasi antara UU Pers, UU ITE, dan peraturan lainnya menjadi penting untuk
memastikan bahwa mekanisme pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan secara adil, baik
kepada individu maupun korporasi. Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang tanggung
jawab dalam menggunakan media online juga diperlukan untuk mencegah terjadinya

pelanggaran hukum.

Hubungan antara UU Pers dan UU ITE

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) dan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan dua
regulasi yang sering digunakan dalam penanganan kasus delik pers. Namun, hubungan antara
kedua undang-undang ini sering kali menjadi sorotan karena adanya tumpang tindih dalam
penerapannya. UU Pers dirancang untuk melindungi kebebasan pers sebagai salah satu pilar
demokrasi. Undang-undang ini memberikan perlindungan khusus bagi jurnalis dan media
massa yang bekerja sesuai dengan etika jurnalistik. Di sisi lain, UU ITE memiliki cakupan yang
lebih luas dan mencakup semua bentuk informasi elektronik, termasuk yang diproduksi oleh

individu di luar lingkup jurnalistik formal.?’

Salah satu perbedaan utama antara UU Pers dan UU ITE adalah pendekatan mereka
terhadap sengketa hukum. UU Pers mengatur bahwa sengketa yang melibatkan media massa
harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Dewan Pers. Mekanisme ini dirancang untuk
memastikan bahwa pers yang menjalankan tugas jurnalistiknya tidak langsung dikenai sanksi

pidana. Sebaliknya, UU ITE memberikan kewenangan langsung kepada aparat penegak hukum

26 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020, Pasal 9.
27 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 15.



untuk menangani pelanggaran yang berkaitan dengan informasi elektronik, seperti pencemaran
nama baik, penghinaan, atau ujaran kebencian.?® Hal ini sering kali menimbulkan konflik
dalam kasus-kasus yang melibatkan media daring, di mana aparat hukum langsung

menggunakan UU ITE tanpa mempertimbangkan mekanisme UU Pers.

Tumpang tindih ini terlihat dalam beberapa kasus pencemaran nama baik yang
melibatkan media online. Sebagai contoh, dalam kasus publikasi berita oleh media daring yang
diduga mencemarkan nama baik seseorang, aparat penegak hukum sering kali memilih untuk
menggunakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE daripada mengacu pada mekanisme yang diatur dalam
UU Pers.?’ Kondisi ini memicu kritik dari kalangan akademisi dan praktisi hukum yang
berpendapat bahwa UU Pers seharusnya menjadi rujukan utama dalam kasus yang melibatkan
jurnalis atau media massa. Penggunaan UU ITE dalam konteks ini dianggap dapat mengekang

kebebasan pers dan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Di sisi lain, UU ITE memiliki peran yang signifikan dalam menangani pelanggaran yang
dilakukan oleh individu atau entitas yang tidak terdaftar sebagai media resmi. Dengan semakin
maraknya penyebaran berita bohong (hoaks) dan ujaran kebencian di platform media sosial,
UU ITE menjadi instrumen penting dalam menegakkan hukum. Namun, peran ini tidak boleh
digunakan untuk mengesampingkan UU Pers ketika pelanggaran melibatkan media yang telah
diakui oleh Dewan Pers. Sebagaimana dijelaskan oleh Wahyudi dalam jurnalnya, penggunaan
UU ITE terhadap media massa terdaftar berisiko mengikis kepercayaan publik terhadap

independensi pers dan perlindungan hukum yang seharusnya mereka nikmati.>

Untuk mengatasi tumpang tindih ini, diperlukan harmonisasi antara UU Pers dan UU
ITE. Harmonisasi ini dapat dilakukan dengan memperjelas batasan penerapan kedua undang-
undang tersebut. Sebagai contoh, UU Pers dapat diprioritaskan untuk media yang telah
terdaftar dan diakui oleh Dewan Pers, sementara UU ITE digunakan untuk individu atau
platform digital yang tidak masuk dalam lingkup media massa formal. Selain itu, edukasi
kepada aparat penegak hukum mengenai perbedaan karakteristik kedua undang-undang ini

juga diperlukan untuk memastikan penerapan yang adil dan sesuai.!

28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27.
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31 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana (Jakarta: Bina Aksara, 2000), hlm. 60—65.



Keselarasan antara UU Pers dan UU ITE sangat penting untuk menjaga keseimbangan
antara kebebasan pers dan penegakan hukum. Dengan memperjelas hubungan kedua regulasi
ini, diharapkan tidak hanya akan tercipta kepastian hukum, tetapi juga penguatan terhadap

kebebasan pers sebagai pilar demokrasi yang sehat.

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi digital dan media online telah membawa tantangan baru dalam
pengaturan delik pers dan mekanisme pertanggungjawaban pidana. Delik pers yang
sebelumnya lebih mudah diidentifikasi dalam media cetak atau elektronik tradisional kini
menjadi lebih kompleks dengan hadirnya media online yang memiliki jangkauan luas,
penyebaran instan, dan potensi anonimitas pelaku. Regulasi yang ada, seperti UU Pers dan UU
ITE, menyediakan landasan hukum yang penting untuk menangani kasus delik pers. Namun,
tumpang tindih dalam penerapan kedua undang-undang ini sering kali menimbulkan
ketidakpastian hukum, terutama dalam kasus yang melibatkan jurnalis atau media daring.
Selain itu, tantangan seperti identifikasi pelaku, yurisdiksi lintas negara, dan perlindungan
kebebasan pers menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada masih perlu disesuaikan

dengan dinamika media online.
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